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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FU lGSI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASIKMALAYA, 

bahwa untuk mela sanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Nomor 3 Tahu n 20 2 1 ten tan g P ~ han Kedua a tas Peraturan 
Daera Kabupaten Tasikma laya -Jomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembentu n dan Susu nan Perangka t Daera d n Pasal 93 
Peraturan Bupa i a ik al y omor 3 Tahun 2 2 1 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas an Fungsi erangkat 
Daerah, perlu menetapkan Perat ran u pati Ta s ikmalaya 
tentan g Tugas da n Fun gsi Di as Pem b a sya rakat dan 
Desa; 

1. Un dan -Und n g Nomor 14 Tahu n 1950 tentan Pembentukan 
D erah-Daerah K bu a ten Da lam Lin gk ngan Propinsi Djawa 
Bara t (Berita Ne ara Rep blik Indon esia Tahun 1950) , 
sebaga imana t la d iuba 1 de gan Un a g- ndang Nomor 4 

Tah n 968 ten ta n g Pemben tukan Ka b paten Purwakarta 

dan Kab paten Subang dengan Me gubah Undang-Undang 

Nomor 1 . Tahun 1950 tentang embentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Da lam Lin gkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerinta h Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4 . Peraturan Daerah Ka bu paten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1) ; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaim ana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tas ikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 

a tas Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 7 
Tahun 201 6 tenta n g Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daera h a d ala h Bupati seba gai u nsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4 . Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Kepala adalah Kepala Dinas Pemberd ayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Tasikma laya. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya d isebut UPTD adalah unit 

pelaksana teknis daerah pada Dinas Pem berdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu yang ber sifa t mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susun a n Organisasi 

Pasa1 2 

Susunan organisasi Din as Pemberdayaa n Masya rakat dan Desa, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terd iri atas : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keu angan. 

c . Bidang Administrasi Desa, terdiri a tas: 

1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Apara tur Pemerintahan Desa; dan 

2 . Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa. 

d. Bidang Penataan dan Kerja sarna Desa , terdiri atas: 
1. Seksi Penataan Desa; dan 
2. Seksi Kerja sama Desa. 

e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri atas: 
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan 
2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala 

Pasa 13 

(1) Kepala sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf a rnernpunyai tugas pokok 
rnernirnpin Dinas, rnenyelenggarakan perurnu san kebij aka n teknis, rnernbina, 
rnengoordinasikan, rnengorganisasikan dan rnengendalikan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Dinas rneliputi urusan kesekretariatan, pernerintahan desa, 
kelernbagaan dan pernberdayaan rna sya rakat, potensi dan usaha ekonorni 
rnasyarakat serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

Kepala rnernpunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perurnusan kebij a ka n teknis di bidang pernerintahan desa, 

kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat dan bidang potensi dan usaha 
ekonorni rnasyarakat; 

b. Penyelen ggaraan urusan pernerinta h a n desa; 
c. Penyelen ggaraan adrninistrasi desa; 
d. Penyelenggaraan penataan dan kerja sarna desa; 
e. Penyelenggaraan kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyaraka t ; 
f. Penyelen ggaraan pernbinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan 

keuangan dan dana desa; 
g. Penyelen ggaraan potens i dan usaha ekonorni rnasyarakat ; 
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan 
1. Pernbina an teknis pen gelolaan u n it pelaksana teknis daerah dan kelornpok 

jabatan fungsional. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok , Kepa la sebaga irnana dirnaksud pada 
ayat (1) rnernpu nya i rincian tugas rneliputi: 
a. Menyelenggaraka n perum u san perencanaa n kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Dina s ; 
b. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis pernerintaha n desa; 
c. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan tekn is kelernbagaan dan 

pernberdayaan rnasyarakat; 
d . Menyelenggarakan perurnusan kebijaka n teknis potensi dan usaha ekonorni 

rnasyarakat; 
e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan 

dana desa; 
f. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa; 
g. Menyelenggarakan kebijakan adrninistrasi desa; 
h. Menyelenggarakan penataan dan kerja sarna desa; 
1. Menyelenggarakan kelernbagaan dan pernberdayaan rnasyarakat desa; 
J. Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonorni rnasyarakat desa; 
k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
1. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 

operasional pengernbangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
rn. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggar akan tugas pokok sebagaim a n a dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordina si peren canaan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan u rusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pok ok , Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1) mempunyai rincian tuga s meliputi: 

a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, 
program, kegiatan dan a n ggaran serta tu gas pembantuan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi 
penerapan e-govemment dan pen gelola a n serta layanan informa si publik 
lingku p pemerintah daerah; 

c. Menyelenggaraka n koordinasi dan penyusunan bahan rancangan 
pera turan peru n dang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang 
pemberdayaan masyarak a t dan desa; 

d. Menyelenggarakan koord inasi pelaksanaan tugas dan pem berian layanan 
administrasi yang m elipu ti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerum a hta nggaan , arsip dan d oku menta s i d inas kepada seluruh unit 
organisas i dinas; 

e. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaa n d a ta d in a s; 
f. Menyelenggarakan pengu kuran kinerja d ina s da n tiap-tiap unit kerja di 

dinas; 
g. Menyelenggarakan koordina si dan penyusun an bahan publikasi dan 

hubungan masyarakat; 
h. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas; 
1. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas; 

instansi 
laporan 

J. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta 
pengamanan informasi publik; 

k. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas; 
l. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
m . Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas; 
n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan 
o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya . 
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(4) Sekretariat terdiri atas : 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b . Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

Pasal5 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, 
rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c . Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik Daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, 

pelayanan serta pengamanan informasi publik; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional 

prosedur tiap-tiap unit kerja; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian 

Dinas; 
J . Melaksanakan penYlapan bahan pembinaan dan disiplin pegaWal serta 

pemberian sanksi dan penghargaan pegawai; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai; 
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
m. Melaksanakan penYlapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
n. Melaksanakan pencatatan asset; 
o. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/ aset; 
p . Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal6 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 
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b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan 
kebijakan dan strategi penerapan e-govemment serta pengelolaan dan 
layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap­
tiap unit kerja di Dinas; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi 
bidang keuangan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Administrasi Desa 

Pasa17 

(1) Bidang Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi 
pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa dan perangkat 
desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Administrasi Desa mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi 

pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, 
keuangan dan aset desa; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, 
pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset 
desa; dan 

c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan 
desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan 
aset desa; 

d. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari 
alokasi dana desa dan dana perimbangan desa; 

e. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Administrasi Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a . Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Administrasi 

Desa; 
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b . Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data 
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi 
administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan 
dan aset desa; 

c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan 
dan aset desa; 

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian administrasi 
pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa; 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data administrasi 
pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa; 

f. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 
desa; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa; 
h . Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; 
1. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa; 
J. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 
k. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa; 
1. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa; 
m. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber 

dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa; 
n . Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan 

desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa; 
o. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi 

pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan 
dan aset desa; 

p . Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa; 

q. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya 
aparatur pemerintahan desa; 

r. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan ke bijakan teknis 
pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya 
aparatur pemerintahan desa; 

s . Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan 
produk hukum desa; 

t. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan 
permusyawaratan desa; 

u. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Administrasi Desa; dan 

v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Administrasi Desa, terdiri atas: 
a. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan 
b . Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa. 
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Pasa18 

(1) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud da1am Pasa1 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan penetapan 
pedoman teknis pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan desa. 

(2) Da1am menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai 
rincian tugas me1iputi: 
a. Me1aksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan 

Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; 
b. Melaksanakan pengumpu1an, pengolahan dan analisis data yang 

berhubungan dengan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan 
desa; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, 
pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa; 

d. Me1aksanakan penyiapan 
pemilihan, pengangkatan, 
penjabat kepala desa; 

bahan penetapan pedoman pencalonan, 
pemberhentian dan pelantikan kepala desaj 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

f. Me1aksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengangkatan dan 
pemberhentian perangkat desa; 

g. Melaksanakan penYIapan bahan rekomendasi pengangkatan dan 
pemberhentian perangkat desa; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa 
dan perangkat desa; 

1. Me1aksanakan penyiapan bahan fasilitasi pe1aksanaan tugas dan fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman 
pemberhentian atau pergantian an tar waktu 
Permusyawaratan Desa; 

pengesahan dan 
anggota Badan 

k. Melaksanakan penyiapan 
penyusunan rancangan 

bahan 
produk 

penyusunan pedoman teknis dan 
hukum da1am penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
1. Me1aksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa; 
m. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; 
n. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman teknis dan fasilitasi 

penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa; 
o. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepa1a 

desa; 
p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, supervisi dan 

fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa; 
q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan 

pendidikan bagi aparatur pemerintahan desa; 
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r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan Administrasi 
dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan 

s. Melaksanakan tugas ked ina san lainnya. 

Pasa19 

(1) Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan, aset atau kekayaan desa serta fasilitasi 
dalam pemanfaatan kekayaan dan meningkatkan sumber pendapatan desa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; 

b . Melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data 
keuangan dan aset desa; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pengelolaan perencanaan, 
keuangan dan aset desa; 

d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset desa; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan 
dan penyediaan dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya 
bagi perangkat pemerin tahan desa; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, supervlsl, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan retribusi desa serta evaluasi Ranperdes tentang 

retribusi dan pungutan lainnya; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal 

antar desa; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pendanaan urusan 

pemerintahan yang dipertanggungjawabkan bersama antar Kabupaten dan 
desa; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan desa; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran 

pemerintahan desa; 
k. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 

dengan pembangunan desa; 
1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 

partisipatif; 
m. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kekayaan dan pengembangan 

sumber pendapatan desa; 
n . Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan 

sumber pendapatan desa dan pedoman teknis penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja desa; 

o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pemanfaatan 

alokasi dana pembangunan desa; 
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p. Melaksanakan penyusunan bahan pernbinaan teknis pengernbangan dan 

penggalian potensi desa dalarn rneningkatkan surnber pendapatan; 
q. Melaksanakan penyiapan bahan pernberian fasilitasi pernbentukan Badan 

U saha Milik Desa; 
r. Melaksanakan pernbinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 
s. Melaksanakan perurnusan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa; 
t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan alokasi dana desa; 
u. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedornan teknis 

pengernbangan kerjasarna an tar desa dalarn rangka penertiban, 
perneliharaan dan pernanfaatan kekayaan atau potensi untuk 
rneningkatkan surnber pendapatan desa; 

v. Melaksanakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan dalarn rangka 
rnernfasilitasi pengernbangan pendapatan dan pernanfaatan kekayaan desa; 

w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan, Keuangan 
dan Aset Desa; dan 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa 

Pasal 10 

(1) Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 
huruf d rnernpunyai tugas pokok rnenyelenggarakan penyiapan bahan 
perurnusan kebijakan penyelenggaraan pernerintahan desa rneliputi 
pernbinaan penataan desa dan kerja sarna desa. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa rnernpunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perurnusan kebijakan tata kelola desa, 

dan kerja sarna desa; 
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penataan desa dan kerja sarna 

desa; dan 
c. Penyelenggaraan pernantauan dan evaluasi penataan desa dan kerja sarna 

desa; 
d. Penyelenggaraan penYIapan bahan perurnusan kebijakan pernbinaan 

pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa; 
e. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan khusus sarana prasarana 

desa; 
f. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan keuangan pernbangunan kawasan 

pedesaan; 
g. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa; 
h. Penyelenggaraan pernbinaan lernbaga kerja sarna an tar desa. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan Bidang Penataan dan 

Kerja Sarna Desa; 
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b. Menyelenggarakan pengurnpulan, pengolahan dan penganalisaan data 
sebagai bahan perurnusan kebijakan teknis pernbinaan dan fasilitasi 
penataan desa dan kerja sarna desa; 

c. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan 
desa dan kerja sarna desa serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan 
desa; 

d. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengendalian penataan desa dan kerja 
sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui carnat 
dan perangkatnya; 

e. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengelolaan data penataan desa dan 
kerja sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui 
carnat dan perangkatnya; 

f. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penataan desa dan kerja sarna 
serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa rnelalui carnat dan 
perangkatnya; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi, pernbinaan, monitoring, evaluasi penataan 
desa dan kerja sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa; 

h. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penataan desa dan kerja 
sarna serta pernanfaatan alokasi dana pernbangunan desa; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalarn rangka 
pelaksanaan penataan desa dan kerja sarna serta pernanfaatan alokasi 
dana pernbangunan desa; 

J. Menyelenggarakan perurnUSan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan 
khusus sarana dan prasarana desa; 

k. Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan 
keuangan khusus saran a dan prasarana desa; 

l. Menyelenggarakan perurnusan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan 
pernbangunan kawasan pedesaan; 

rn. Menyelenggarakan perenCanaan dan fasilitasi bantuan keuangan 
pernbangunan kawasan pedesaan; 

n . Menyelenggarakan perurnusan kebijakan pengelolaan dana desa dan 
bantuan keuangan lainnya yang bersurnber dari APBN; 

o. Menyelenggarakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan 
bantuan keuangan lainnya yang bersurnber dari APBN; 

p. Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa; 
q. Menyelenggarakan pernbinaan lernbaga kerjasarna antar desa; 
r. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa; dan 
s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa, terdiri atas: 
a. Seksi Penataan desa; dan 
b. Seksi Kerja Kama Desa. 

Pasal 11 

(1) Seksi Penataan Desa sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a 
rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyusunan bahan perurnusan 
kebijakan teknis, pernbinaan kelernbagaan dan tata pernerintahan desa. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Penataan Desa mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Desa; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan 

pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan 
status desa; 

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan kewenangan desa, 
penegasan dan penetapan batas wilayah desa; 

d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis administrasi batas desa; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan 
kapasitas potensi desa; 

f. Melaksanakan pengolahan data dan penyusunan profil desa; 
g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan tata 
pemerintahan desa; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dalam 
memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan pemerintahan dan 
lembaga ad at desa; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan untuk memfasilitasi 
penyelesaian perselisihan atau permasalahan desa, mengatur batas-batas 
desa, pembinaan lembaga ad at dan lembaga kemasyarakatan lainnya di 
bidang kelembagaan dan tata pemerintahan desa sesuai dengan peraturan 
perundangan -undangan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan 
susunan organisasi dan tata laksana desa, baik dari aspek kelembagaan 
maupun aspek ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya; 

k. Melaksanakan pengolahan dan penyusunan data kebutuhan sarana dan 
prasarana desa pelayanan pemerintahan desa; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana desa; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 
transportasi antar wilayah; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, 
supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, pemekaran dan perubahan status desa; 

o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, supervlsl, fasilitasi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan peran badan permusyawaratan desa, 
kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat desa; 

p. Melaksanakan pengkajian terhadap kinerja pemerintahan desa sebagai 
bahan penyusunan konsep pembinaan teknis dalam peningkatan dan 
pengembangan kelembagaan pemerintahan desa; 

q. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 

partisipatif; 
r. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan 

perdesaan; 
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s. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan 
khusus sarana dan prasarana desa; 

t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa dan 
bantuan keuangan lainnya yang bersurnber dari APBN; 

u. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pernbangunan kawasan perdesaan 
di wilayah kecarnatan; 

v. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah danl atau unit kerja 
yang ada kaitannya dalarn pelaksanaan tugas pernbinaan kelernbagaan dan 
tata pernerintahan desa; 

w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penataan Desa; dan 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 12 

(1) Seksi Kerja Sarna Desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 ayat (4) huruf b 
rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi 

kerjasarna desa. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

Seksi Kerja Sarna Desa rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kerja Sarna 

Desa; 

b. Melaksanakan penyusunan rencana kebijakan teknis pelaksanaan 
pernbinaan dan pengernbangan kerja sarna desa; 

c. Melaksanakan pengurnpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan 

dengan bahan pengernbangan kerja sarna desa; 
d . Melaksanakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan kerja sarna antar 

desa dan kerja sarna desa dengan pihak ketiga; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan teknis pengernbangan 

kapasitas kerja sarna desa; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan kerja sarna antar desa lintas kabupaten; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sarna desa 

dengan pihak ketiga; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi harrnonisasi 

hubungan antar desa; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian 

konflik antar desa; 

J. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi bantuan keuangan pernbangunan 
kawasan pedesaan; 

k. Melaksanakan pernbinaan lernbaga kerja sarna antar desa; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kerja Sarna Desa; dan 

rn. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 5 
Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pasal 13 

(1) Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan pembinaan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan m asyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kebijakan teknis/ pedoman 

kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; 
b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 

d esa; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan 

supervisi pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. 
(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pemberdayaan dan Lembaga Kema syarakatan Desa; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, 

pengawasan dan supervlsl kelem bagaan desa 
masyarakat; 

fasilitasi, pembinaan, 
dan pemberdayaan 

c. Menyelenggarakan pem berdayaan lembaga kemasyaraka tan yang bergerak 
di bidang pemberdayaan desa dan lembaga a dat tingkat daerah serta 
pemberdayaan m asyarakat h u kum a d a t yang m asyarakat pelakunya 
hukum ad at yang sarna berada di lintas daerah; 

d. Menyelenggarakan fasilitasi penataan, pem berdayaa n dan pendayagunaan 
kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa; 

e. Menyelenggarakan peningkatan kapasita s kelembagaan lembaga 
kemasyarakatan desa; 

f. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan 
lembaga kemasyarakatan desa; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan 
pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; 

h. Menyelenggarakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi 
tepat guna; 

1. Menyelenggarakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; 
J. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan 

perlindungan masyarakat desa; 
k. Menyelenggarakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan 

kapasitas pembangunan desa; 
m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasya rakatan Desa, terdiri atas: 
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan 
b. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

Pasal14 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
pelaksanaan kebijakan da n pembinaan teknis dala m pemberdayaan 
masyarakat. 

(2) Dalam menyelengga rakan tugas pokok se b aga ima na d imaksud pada ayat (1) 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincia n tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pemberdayaan Ma syarakat; 
b. Melak sanakan pengumpulan, pengola han dan analisis data kegiatan yang 

berkaitan dengan pemberdayaan m asyarakat ; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pemberdayaan 

masyara kat; 
d . Mela ksanakan penyiapa n bahan koordinasi , fasilitasi, pembinaan dan 

supervisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
e. Mela ksa nakan penyusunan ba h a n pem binaan dan penyelenggaraan 

pelatiha n pem berdayaan m a syarakat dalam pemba n gunan masyarakat 
desa ; 

f. Melaksanakan b imbingan konsultasi, pelatih a n dan pendidikan bagi 
masyarakat Desa; 

g. Menyelen ggara kan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan 
pemerintah desa da lam menin gkatkan pen dapa tan asli desa; 

h. Menyelenggarakan fasi litasi pemer intah desa dalam pemanfaatan teknologi 
tepat guna; 

1. Menyelenggaraka n fasilitasi bulan bhakti goton g royong m asyarakat; 
J. Menyelengga raka n fasilitasi penyelen ggaraan ketentra man, ketertiban dan 

perlindungan m asya rakat desa; 
k. Menyelenggarakan penyusu nan bah an penetapan pedom an pengembangan 

kapasitas pembangunan desa ; 
1. Menyelenggarakan fasili tasi tim penggerak PKK da lam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyara kat dan kesejahteraan keluarga; 
m. Melaksanakan penyusunan ba han koord inasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lingkup Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat; dan 

n . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 15 

(1) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dalam kelembagaan desa. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Lembaga 

Kemasyarakatan Desa; 
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b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan yang 
berkaitan dengan kelembagaan desa; 

c. Melaksanakan penYIapan bahan pembinaan teknis lembaga 
kemasyarakatan desa; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi 
dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pemberdayaan desa dan lembaga ad at tingkat daerah serta pemberdayaan 
masyarakat hukum a da t yang masyarakat pelakunya hukum adat yang 
sama berada di lintas daera h ; 

e . Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 
peningkatan peran lem baga kem asyarakatan desa; 

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. 
g. Melaksanakan fasilitasi penyediaan saran a dan prasarana kelembagaan 

lembaga kemasyarakatan desa. 
h. Melak sanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evalua si dan 

pelaporan h asil pe1aksanaan tugas lin gkup Seksi Lembaga Kemasyarakatan 
Desa; dan 

1. Melaksanakan tu gas kedinasan lainnya. 

Paragra f 8 
Kelompok J a batan Fungsional 

Pasal 16 

(1) Pengisian Ke1ompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 h u ruf f berdasarkan bidang keahlian dan / a tau keterampilan tertentu 
serta bersifat m a ndiri yan g d ibu tuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungs ional dan jenis Ke1ompok Jaba tan Fungsional 
sebagaimana d im aksu d pada ayat (1) d itentu kan berdasarkan kebutuhan dan 
be ban kerja yang dituangka n d a lam Keputusan Bupa ti . 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fu ngsional seba ga im a na dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-un danga n . 

(4) Rincian tugas Kelompok J a ba tan Fun gsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undan gan. 

Paragraf 9 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 17 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BABIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal19 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi 
Sekretariat Daerah; 

b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan 
Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Peru bah an atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan 
Fun gsi Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perem puan dan Perlindungan Anak; 

c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tuga s dan 
Fungsi Sekretaria t Daerah; da n 

d. Peraturan Bupa i Tasikmalaya Nomor 88 Ta h un 2020 tenta n g Tugas dan 
Fungsi Dinas SO 'ial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan P r indunga n Anak; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 

Peraturan Bu pati ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahui ya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya dala m Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

Ditetapkan di in gaparna 
pada tan ggal 27 Agustus 2021 

~ SIKMALAYA, 


